dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Pembayaran Utang, kreditor separatis mengeksekusi
objek jaminan setelah masa penangguhan 90 (sembilan puluh hari).
Dalam pelaksanaan kewajiban, kreditor separatis belum melaksanakan
tugasnya sepenuhya. Seharusnya kreditor separatis setelah melakukan
eksekusi objek jaminan memberikan pertanggungjawaban kepada
Kurator tentang hasil penjualan, menyerahkan hasil penjualan setelah
dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
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